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H. SAID RISWANTO, ST 
Hj. ISROATUN, SH, MH. 

Ketua merangkap Anggota 
Wakil Ketua merangkap 

II. .KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS 

A. Susunan anggota Panitia Khusus XIV (empat belas) DPRD Kabupaten 
Semarang yang membahas dan mengkaji Rancangan Peraturan 
Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian minuman Beralkohol 
terdiri dari: 

I. DASAR PELAKSANAAl'f 

l Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang 
omor 1 Tahun 2019 ten tang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Semarang sebagaimana telah cliubah dengan 
Peraruran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang 
Nomor l Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2019 
Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Semarang; 

2 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang 
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Semarang; 

3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang 
Nomor 170 / 35 / DPRD / 2024 Tentang Pembentukan Dan Susunan 
Keanggotaan Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Pengawasan dan Pengendalian minuman Beralkohol; 

4. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Semarang Nomor 170 / 31 / PIMP / 2023 tentang Jadwal Kegiatan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Bulan 
Desember 2023; 

LAPORAN HASIL RAPAT 

PANITIA KHUSUS XIV (EMPAT BELAS) DPRD KABUPATEK SEMARANG 

MEMBAHAS RAPERDA KABUPATEN SEMARANG 

TENTANG PENOENDALIAN DAN PENGAWASA.1' MINUMA.1' 

BERALKOHOL 

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT OAERAH 

JI O,ponegoro No 203 Telp (024) 6921053 - 6921055 Fax (024) 6922146 
UNGARAN 50512 
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Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah menggunakan metode 

pemaparan dan diskusi dengan mekanisme sebagai berikut: 

1. Kajian pembanding untuk materi Rancangan Peraturan Daerah 

Kabupaten Semarang dilaksanakan pada tanggal 8 s.d. 10 

Desember 2024 ke Disperindag Kabupaten Sleman dan DPRD 

Kata Yogyakarta Provinsi DIY; 

2. Pemaparan Rancangan Peraturan Daerah oleh Perangat Daerah; 

3. Tanggapan dan pernyataan yang bersifat umum oleh Panitia 
Khusus XIV (empat belas); 

4. Pembahasan Pasal per Pasal; 

5. Pembahasan dan penyelarasan Hasil Fasilitasi Rancangan 

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang; 

6. Penutup. 

IV. MATERI DAN MEKANISME PEMBAHASAN 

A. MATERJ PEMBAHASAN 

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tentang 

Pengawasan dan Pengendalian rninuman Beralkohol; 

8. MEKANISME PEMBAHASAN 

SABTU 

28 Oesember 2024 

Pukul 10.00 WIB s.d. selesai 

Ruang Sadan Anggaran Gedung B Lt. 2 DPRD Kab. 

Semarang 

Hari 

Tanggal 

Waktu 

Tern pat 

Semarang 
Pembahasan Pansus XIV lanjutan terkait Pengawasan dan Pengendalian 

minuman Beralkohol, dilaksanakan pada: 

Pukul 13.00 WIB s.d. selesai 
Ruang Sadan Anggaran Gedung B Lt. 2 DPRD Kab. 

minuman Pengendalian dan 

Waktu 

Ternpat 

Public Heariuq tcrkait Pcngawasan 

B ralkohol, dilaksanakan pada: 

Hari JUM'AT 

Tanggal 27 0 sernber 2024 
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secara mendalarn rnengenas Pancangan ?!:;-a;- ran 
Semarang Tentang Penga 
Dari pembahasa.n ersebu diperote; · 
l . Latar Bclakang 

Undang-Undang Dasar :,ega..-a ?e;,:: • - -~~ 

l 945 dalam Pernbukaan " ea rv ~y1-;;-,2:---··-- ~.. ~ ~ 

mehndungi segenap bang:sa Indonesia, ar ._~~ca ~ 3"'-.:- 

yang timbul dari suaru pensnwa asau ~ a:;a_ g-,;:;..=2,e-; 

menjadi tanggung jawab negara n '· ~~ ;ie:xeg;-:-.z:: f,;- 

penanggulangan. Dalam Pasai 28:1: reiah ~~s"v:: se::z;> ~ 

berhak hidup sejahtera lahir dan ha .. ,. be:-J"Z:"?G: :::::~ &- 

mendapatkan lmgkungan hidup yang be.ik c.a::i se~: ~ ~.,a;c 
memperoleh pelayanan keseharan 

Minuman beralkohol sermgkah menjadr per;ye~ -.zsc:".a:i c 

masyarakat, sepern gangguan keseaaran dan kf>c-;.-,;:;-; ··:::~ 

mengatasi hal ini, perlu dilakukan pengawasan ~ ::E:::2C2? 

produksi. penjualan. dan distribusr mrnumae oera:::kn=::O: ag;;rr 

masyarakat terlindungi dari daznpak buruknya. 

Pemerintab Daerah Kabuparen Semarang teiah ::::;e:,:;l.lo 

Peraruran Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Peoga.vrasa.::i dan 

Pengendalian Minuman Beralkohol, namun perlu disesuaikan 

kembali dengan perkembangan reguJasi yang ada. antara lain 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerapan Pera.turan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang omor 2 Tahun 2022 tent:ang 

Cipta Kerja sebagai Undang-Undang. Peraruran Pemerintah Nomor 5 

Tah un 2021 ten tang Penyelenggaraan Perizinan Benlsaba Baba.sis 
Risiko, Peraturan Presiden omor 74 Tahun 2013 tentang 

Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkobol Peraruran 
Menteri Perdagangan Nomor 20/M- DAG/Per/4/2014 tentang 

Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pcnga.daan Peredaran dan 

V. HAS IL PEKBABA.8All 

Pansus XI\ ernpa be 
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2. Hasil Pembahasan Raperda: 
a. Sesuai Propemperda Tahun 2024 Raperda diusulkan dengan 

judul Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 
tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, 
sesuai ketentuan Undang-undang No 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jika suatu 
Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan sistematika dan 
materi berubah lebih dari 50% (lima puluh persen) atau 
esensinya berubah, Raperda tersebut lebih baik dicabut dan 

Penjualan Minuman Beralkohol sebagairnana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 

Tahun 2019 ten tang Perubahan Keenarn Atas Peraturan Menteri 

P rdagangan Nomor 20 / M-OAG /Per/ 4/2014 Ten tang PengendaJian 
dan Pcngawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan PenjuaJan 

Minurnan Beralkohol. 
Dalarn rangka implementasi PasaJ 3 Peraturan Pemerinta.h 

Nomor 5 Tahun 202 l tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 

Berbasis Risiko, penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko 
pada sektor minuman beralkohol diarahkan untuk mencapai dua 
tujuan utama yaitu: 

1. optimalisasi proses perizinan melalui penyederhanaan 
prosedur; dan 

2. peningkatan efektivitas pengawasan terhadap kegiatan 
usaha minuman beralkohol dengan menerapkan prinsip- 
prinsip transparansi, keterstruktur, dan akuntabilitas 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pengaturan Pengawasan dan Pengendalian yang sistematis, 
integratif dan berkelanjutan daJam Peraturan Daerah bertujuan 
untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pencegahan dan 
penanggulangan dampak buruk minuman beralkohol sangat 
diperlukan, sehingga terwujud lingkungan yang baik dan sehat. 
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Secara lebih detail substansi Pasal per Pasal dapat dicermati pada 

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tentang 

Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. 

PENDANAAN terdiri dari 1 (satu) Pasal 

KETENTUAN PENYIDIKAN terdiri dari 1 (satu) Pasal 

KETENTUAN PIDANA terdiri dari 2 (dua) Pasal 

KETENTUAN PERALIHAN terdiri dari 1 (satu) Pasal 

KETENTUAN PENUTUP terdiri dari 3 (tiga) Pasal 

KEMITRAAN DAN KERJA SAMA terdiri dari 2 (dua) 

Pasal 

PERAN SERTA MASYARAKAT terdiri dari 1 (satu) 

KEWENANGAN terdiri dari 1 (satu) Pasal 

PENGENDALIAN terdiri dari 10 (sepuluh) Pasal 

PEN GAW ASAN DAN PENTNDAKAN terdiri dari 9 
(sembilan) Pasal 

PENINDAKAN terdiri dari 1 (satu) Pasal 

PERJZINAN BERUSAHA terdiri dari l (satu) Pasal 

TIM TERPADU terdiri dari 2 (dua) Pasal 

LA RAN GAN DAN KEW AJIBAN terdiri dari 5 (lirna) 

BAB XI 

Pasal 

BAB XII 

BAB XIII 

BAB XIV 

BAB XV 

BAB XVI 

BABX 

BAB VI 

BAB VII 

BAB VIII 

BABIX 
Pasal 

BAB 111 

BABIV 

BABY 

disusun dengan Raperda baru s hingga juclul Raperda mcnjadi 

"Pcngcndalian dan Pcngnwasan Mlnurnan O ralkohol", dlsetujui; 

b. M nirnbnng, dis tujui; 

c. m ngingat dis tujui t rdiri dari: 

- Undang-undung Dasar 1945; 

- 4 (empat) Undang-undang; dan 

I (satu) Peraturan Presiden. 

d. Batang tubuh dis tujui tcrdiri dari XVI (enam belas) BAB dan 45 
(empat puluh llma) Pasal sebagai berikut: 

BAB l 1 ETENTUAN UMUM terdiri dari 4 (empat) PasaJ 

BAB II PENGGOLONGAN terdiri dari 1 (satu) Pasal 
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H. SAID SWANTO, S.T. 

U ngaran, 28 Desern ber 2024 

PANITIA KHUSUS XIV (EMPAT BELAS) 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG 

VU. PENUTUP 
Demikian laporan singkat Pansus XIV (empat belas) yang membahas 

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tentang Pengawasan 
dan Pengendalian minuman Beralkohol, selanjutnya kami serahkan 
kembali mandat penugasan ini kepada Pimpinan DPRD Kabupaten 
Semarang agar berkenan menindaklanjutinya dengan meminta 
persetujuan pada rapat Paripurna. 

VI. REKOMENDASI 
Rekomendm I Prmua XIV [emp •l bclns] odulnh d,ngol bi rtkut 
l. Pelnksnnnnn Pc-wttirnn Dnerah J<obupntcn SC'mnrong Nomor <J 

Tuhun 2013 maslh ku1u11g efektlf dikrnrrwko11 bclurn optirnalnya 

pcndnnnnn sehinggn ch harnpknn kedepnn pclnk anann pernrur'nn 
dacrah tcntnng Minumnn bcrolkohol yang tcrbaru dlbcnkon 
pcndunuun ynng cukup dud Af>f3D Kabuputeu Scmurong. 

2. Perangkat Dacrnh Terkait untuk mclaporkari hasil pcngawasan 
setiap 6 [cnam] bulan scknli kc Mitru Kerja Komisi masing-masing. 

3. Pcmeriruah Daerah agar menyediakun media pelaporan pcngaduan 

yang mudah diakscs olch rnasyarakat. 
4. Pemerintah Daerah dengan tegas untuk menindaklanjuti laporan 

dari masyarakattentang aduan penjualan minuman bcralkohol. 
5. OPD yang mcmiliki tugas di bidang pcrdagangan agar segera 

mengusulkan PPNS ke BKPSDM. 
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a. Menimbang, disetujui, dengan merubah kata "perlu" menjadi "wajib" 

pada huruf b; 

b. Mengingat, disetujui; 

c. BAB I : KETENTUAN UMUM 
Pasal 1, disetujui dengan penyempurnaan sebagai berikut : 

angka 1, disetujui; 

angka 2, disetujui; 

angka 3, disetujui; 

angka 4, disetujui; 

angka 5, disetujui; 

angka 6, disetujui; dengan menambah 1 (satu) angka baru yaitu 

sehingga berbunyi sebagai berikut: 

"6. Minumam oplosan adalah minuman yang dibuat dengan cara 

mencampur, meramu, menyedu dan/atau dengan cara lain 

menambahkan bahan-bahan tertentu kedalam etil alkohol 

dengan atau tanpa zat yang mengandung etil alkohol yang 

bereaksi menjadi racun dan membahayakan kesehatan atau 

jiwa manusia." 

angka 6, disetujui menjadi angka 7; 

angka 7, disetujui menjadi angka 8; 

angka 8, disetujui menjadi angka 9; 

angka 9, disetujui menjadi angka 10; 

angka 10, disetujui menjadi angka 11; 

angka 11, disetujui menjadi angka 12; 

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tenta.ng Peng.awasan 

dan PengendaUan minuman Beralkohol 

LAMPIRAN LAPORAN PANITIA KHUSUS XJV (EMPAT BELAS) DPRD 

KABUPATEN SEMARANG MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN 

OAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG PENGAWASAN DAN 

PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL 

----------- 
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dirubah menjadi Bagian Kedua; 
PasaJ 9, disetujui menjadi Pasal 8; 
Pasal 10, disetujui menjadi Pasal 9; 
Pasal 11, disetujui menjadi Pasal 10; 

Produkai, peredaran clan penjualan M.innm•n 

Beralkohol Tradlaional, disetujui dihapus; 
Pasal 8, disetujui dihapus; 
Bagian Ketiga Pengadaan Mlnuman Beralkohol, disetujui 

Umum Bagian Keaatu 

Pasal 7, disetujui; 
Bagian Kedua 

f. BAB IV : PENGENDALIAN 

e. BAB m : KEWENANGAN 

Pasal 6, disetujui; 

d. BAB ll : PENGGOLONGAN 

PasaJ 5, disetujui; 

angka 13, disetujui m njadi angka 14; 
angka I 4, disetuju, menjadi angka J 5; 

angka I 5, disetujul m njadi angka J 6; 
angka I 6, drsetujul menjadi angka 17; 
angka J 8, disetujui m njadi angka J 9; 

angka J 9, disetujui mcnjadi angka 20; 
angka 20, disetujui menjadi angka 2 J; 

angka 21, disetujui menjadi angka 22; 
angka 22, disetujui menjadi angka 23; 
angka 24, disetujui menjadi angka 25; 
angka 25, disetujui menjadi angka 26; 

Pasal 2, disetujui; 
Pasal 3, disetujui; 
Pasal 4, disetujui dengan menambah frasa "e. penindakan" 
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(1) Penjual Langsung Minuman Beralkoholhanya dapat melakukan penjualan pada: 
a. hotel dan restoran bersertifikat bintang yang memiliki bar; 
b. bar; dan 
c. tempat tertentu selain huruf a dan b yang ditetapkan oleh Bupati. 

(2) Penjual Langsung Minuman Beralkohol di bar sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf b dan tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak berdekatan dengan tempat peribadat.an, 
lembaga pendidikan, rumah sakit, gelanggang remaja, tenninal, stasiun, 
penginapan remaja, dan bumi perkemahan dan dengan jarak minimal 500 (lima 
ratus) meter. 

(3) Selain tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Minuman Beralkohol 
Golongan A juga dapat dijual di supermarket dan hypermarket dalam bentuk 

kemasan sepanjang tidak berdekatan dengan tempat peribadatan, lembaga 

dirubah menjadi Bagian Ketiga; 

Pasal 12, disetujui menjadi Pasal 11; 

Pasal 13, disetujui menjadi Pasa.J 12; 
Pasal 14, drsetujui menjadi Pasal 13; 
Baglan Kellrna Penjual Langaunc MJnuman Beralltohol, 

disetujui dirubah menjadi Bagian Keempat; 

Pasal 15. disetujui menjadi Pasal 14; 

ayat ( 1). dietujui; 
ayat (2), disetujui dengan menghapus frasa "pedagang kaki lima" 

dan frasa "kios kecil dan/atau toko" 

ayat (3), disetujui dengan menambah kalimat "sepanjang tidak 
berdekatan dengan tempat peribadatan, lembaga pendidikan, 

rumah sakit, gelanggang remaja, terminal, stasiun, penginapan 

remaja, dan bumi perkemahan." 

ayat (4), disetujui; 

ayat (5), disetujui; sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 14 

Pereda.ran lllnuman Beralltohol, disetujui Ba&lan Keempat 
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Pasal 18, disetujui menjadi Pasal 17; 

Pasal 19, disetujui menjadi Pasal 18; 

ayat (1), disetujui dengan merubah frasa "Pasal 18" menjadi "Pasal 

17" 

ayat (2), disetujui 

Umum Bagian Keaatu 

g. BAB V : PENGAWASAN, disetujui menjadi "PENGAWASAN DAN 

PENINDAKAN". 

Orang Perseorangan dan Badan Usaha dilarang menjadi pengecer Minuman 

Beralkohol golongan B dan golongan C. 

Sadan Usaha", sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 16 

Pengecer Minuma Beralkohol, disetujui 

dirubah menjadi Bagian Kelima 

Pasal 17, disetujui menjadi Pasal 16 dengan menambah frasa "dan 

Bagian Keenam 

Pasal 16, disetujui menjadi Pasal 15; 

ayat (1), disetujui dengan merubah frasa "Pasal 15" menjadi" Pasal 14"; 

ayat (2), disetujui; 

ayat (3), disetujui; 

pendldlkan, rumah saklt, gelanggang remaja, terminal, stasiun, penginapan 

remaja, dan buml perkemahan. 

(4) Penjualan Mlnuman Beralkohol sebagalmana dimaksud pada ayat (3) 

dltempatkan pada tempat khusus atau tersendiri dan tidak bersamaan dengan 

produk lain. 

(5) Penjual Langsung Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

hanya dllzlnkan melakukan penjualan: 

a. mulai pukul 15.00 sampal dengan pukul 01.00;dan 

b. pada hari libur di luar hari raya keagamaan waktu penjualan dapat 

diperpanjang paling lama 1 (satu) jam. 
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( 1) Pemerlntah Daerah melaksanakan penindakan atas peredaran dan Penjualan 
Minuman Beralkohol. 

(2) Penindakan atas peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dilakukan 
terhadap: 
a. Pelaku Usaha yang tldak memillki perizlnan berusaha berupa penyitaan 

terhadap Minuman Beralkohol; 

elanjutnya rnenjadi BAB Vl. 

Pas \ 26. disetujui, dengan menambahkan pasal baru yang 

selanjutny a rnenjadi Pasal 26. sehingga berbunyi sebagai berikut: 

BAB VI 

PENINDAKAN 

Pasal 26 

ooru 

PENINDAKAN. disetujui dengan penambahan BAB b. BAB Vl 

, t l l. disetujui: 

\\ :\t Pl. drsetujui: 
, at (4). dis tujui: 

\ t ( i. disetujui, 
Pas l 2 . dis tujui menjadi rnenjadi Pasal 25 dengan rnerubah frasa 

·PR~ I I • rnenjadi ·Pasal l T': 

&fian K tlp Pencunaan InaJdental 

l \,' ,\ .... ch ... etujut menjadi menjadi Pasal 24. 
, ,t ( l}, disetujur dengan rnerubah frasa "Pasal 22" menjadi "Pasal 

n h, 1 rd, sa an h I pemlaian atas Pengawasan rutin yang telah 
Badan Usaha dlnllal patuh, inspeksi lapangan 

yat (3) d1laksanakan 1 (satu) kah dalam 1 (satu) 

h h an untu t" p lo I usaha. 
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(1) Pengendallan dan Pengawasan Mlnuman Beralkohol dllaksanakan oleh 
Tim terpadu terhadap Penjual Langsung Mlnuman Beralkohol. 

(2) Tim terpadu sebagalmana dlmaksud dalam pada ayat (1) terdiri atas: 
a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

bldang perdagangan dan bldang perindustrlan; 

b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
bldang kesehatan; 

Pasal 28 

J. DAD VII I TIM TltRPADU, dlseruju! rnenjadi BAB Vlll; 

PnR11I :>.H, dlttl,t ttjul dengnn p nyernpurnnan sebagai berikut: 
nyr1 t ( I), d ltlt>II tj LI I; 

nynt (?.). dll'H'I ujul, dengnn mennmbah l (satu) ayat baru dari Pasal 
29 nynt (I) huruf b; 

nyru (3), dtset ujui, dengnn menambah l (satu] ayat baru dari Pasal 
29 nynt (1) huruf c; 

11,ynt (4), dlse ujul, dengan rnenarnbah 1 (satu) ayat baru dari PasaJ 

29 ayat ( 1) huruf d dan menarnbah frasa "dan/atau 
Bodon lntclcjcn Negara"; 

nyat (2), disct ujul mcnjadi ayat (5) dan dengan merubah kata 

"dib ntuk" menjadi "ditetapkan", sehingga berbunyi sebagai 
b rlkut: 

I. DAD VI I PJtRIZINAN DERUSAHA, dlsetujut m njad] BAB Vlf; 
Pnwll ').71 dlrwt 11j11l; 

h. Pt'""'' 11 nhtt vnno m nyaltthounRkM p rlzlminnya berupa penghentlan 
.~m1,nt , knul \Inn w RhR; <Inn 

I ~, ku 11 , IH1 ym10 m nlu I kon cJ konsum n v ng belum berusla 21 ( dua 
p11h1h , 111) tnh1lll I)( nip pongh< nll n cm nrara kcglatan usaha. 

( J) K tn111w1n lnhlh li,nJ11t m no n I lfllH cara pcnlndakan atas peredaran dan 
I t11\jl1 tlttn Mhllllll n Iler lkohol • h 1g Im nn cllmaksud pada ayat (1) dlatur dalam 
Pnrnt 11r n 011p II. 
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'.:u--: penga wasan" serta menambah frasa '"":'un Terpadu dan 7 

sebelum frasa "Perangkat Daerah" 

~ 'u....·u' b, huruf c dan huruf d diserujw dipindah menjadi ke 

alam Pas 2 
aya; 2. diserujui dengan merubah frasa 4pada ayar [I] buruf b" 
~n. c.1 - lalam Pa 2 .,. 

vs t 3. hserujui dengan merubab frasa "pada ayat {l) buruf b" 

Cl<' Ja "dalam Pasal 2 ", sehingga berbunyi seba.gai berikut : 

Pasal 29 

':UJul le .. ~ar.. penyempurnaan sebagar benkuc 

.l.~::t: ·u:u! den an mengaapus frasa -d:ilak,:!...0:1 seba.gal 

pa:s ayat { 1) ~ olen 

~~ 

nerv;~ 8adan 

e~ ~ Nasionai IDdonese 
lrdoresaa a:a_u Saaa.1 L._~ 

oada '2) ro..a o1et' i(eceta 

~ oenes r !a.":'a:' Oldal~ 

. . 

~ ~ peret•titJaft 

serta 
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( l) Pcnju I l. n • un Mlnum;in B 'r lkoh I dlk,r.Jn ru 'nglklnnk m Mlnum.m 
rnlk h I cl ~ d n m 'dlJ ·101. 

(2) nju I L n un Min um n "r olkoh I yon m 'IHJlklank\_m Mlnuman Beralkohol 
d I m m 110 m d m m :dlo sost 11 b g Iman dlmak ud pada ayat (1) 

nk I ocirnlnlstr tlf bcrupa: (Mulok) 
pcrlng tan rortulls; 

b. pcngh ntlen m nt r k leton u ha; 
c. p ncebutnn Peri lnnn Ben, h ; d n/ tau 
o. nksl lnln u I d ng n k tentuan p rnturan perundang-undangan. 

(3) K tentunn lcblh lortjut m ngcn It t car p •ngcmum snnksl admlnlstratlf 
scbng Im n dlrnoksud p d aynt (2) di tur daltun Pcraturan Bupatl. 

l'n~nl ;\I. H~<'l\ljUi: 

Pnsnl , :J. ctl~et,\fHI: 

Po "I O 

~ ,nt (.:\). d1~t'tt\1Ui. dt'nw,n m<·rul>ttl\ "1 \'t\1 (.J)" mcnjud. t\. ut (2) 

$d"nR~n ll(•t'h\ln.:, i ~<'h:~:11 horiku! : 

l \~\\ ,)t, ,\I, t'h\\\11 dt•t\~tll\ \' '\\\ <''\\\Hll'IH\1\11 ~f'ht4',\I l)('I 1\ \II 

t, ,t ( 1 L d1~t't\\1111 \1('1\~·'" 1ll<'t11\111t ~,h 11·11~(\ "d.m tH<'dm , os,at· 
l \ \ , c\hhn hnlmmt. 

, \t ( ), d,~('t\~1\H tlc•11tt1\I\ n\(•1m1lll i,h thnm "dt\11 mc•thll so ,,\\" 

~'t·td ,h ll'.\$H '"IIW~hn lllH~:m"'. 

B m i RANOAN DAN 

t •I, m. m '''"\l'"'t\\l,\11,o, ,l,m l~nu.,, .,· .. m •,d .,qnt11Mn.1 rtlmak· ud dalam 
t '-'-'' )~ dll,\~'-'"·\~,H\ \l,•h llt\1 1 'l\\hhl tl,lll l~'I ,11\Uk,tl l ,, 'I ,th '•<'' lltll d .uqan 

hh>- , i , d,m nmu•,tm ,, 
' ttup,,ti 1\tt'l"-l\ ,)l\th, hlk m pd11k· .. 111.,.m I ,,11u,'ntlallon dnn I 111 ,w,i",Oll y,mg 

111,, uk, n ,1,,h llm l •11 ,du ,d ,u,\lm,m. (ll11,.1k•,11tt d;\I "" pa•, ,1 )8 
t nl\1.,n k't,lh 1.,,,tut mrn\) 't\.\l i~·111~ntuk1m dn11 tntt'\ ,11 .1 , •11\t rung• I 11m 

T t 11 tu :- ·t~ \J ,lmon ltlm,,k ud tt,,lnm p , ... ,1 ~ H dl,,tur t1()1,m1 Pe, otur n Bupatl. 
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Pasal 37, diserujui dengan penyempurnaan sebagai berikut: 

ayat (1), clisetujui dengan menambah frasa "dan Minuman 

Oplosan" pada akhir kalimat; 

: PERAN SERTA MASYARAKAT, disetujui menjadi BAB X1 m.BABX 

L BAB IX : KEMITRAAN DAN KERJASAMA, clisetujui menjacli BAB 
x 
Bagian Kesatu Kemitraan 

Pasal 35, disetujui; 

Bagian Kedua Kerjasama 

Pasal 36, disetujui; 

Kewajiban Bagian Kedua 

Pasal 34, clisetujui; 

(l)Orang Perseorangan dilarang meminum minuman yang mengandung alkohol di 

tempat umum, kecuali di tempat yang diperbolehkan untuk menjual Minuman 

Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14. 
(2) Orang Perseorangan dilarang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan 

produksi, peredaran, penjualan langsung, pengeceran dan mengiklankan 

Minuman Beralkohol. 

(3) Orang Perseorangan dilarang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan 

produksi, peredaran, penjualan langsung, pengeceran, penggunaan dan 
mengiklankan Minuman Oplosan. 

ayat (2), disetujui; 

ayat (3), disetujui dengan menambah kata "Oplosan" dan 

menghapus frasa "Beralkohol yang dicampur dengan bahan lain", 

sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 33 

Pasal 33, disetujui dengan penyempumaan sebagai berikut: 

ayat (1), disetujui dengan merubah frasa "Pasal 15" menjadi "Pasal 

14"; 
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( 1) Orang Perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 16 dan Pasal 33 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) 

bulan atau pidana denda paling banyak RpS0.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 

p. BAB XID : KETENTUAN PIDANA. disetujui menjadi BAB XIV 

Pasal 40, disetujui dengan penyempurnaan sebagai berikut: 

ayat (1), disetujui dengan merubah frasa "Pasal 17" menjadi "Pasal 

16" dan meru bah kata "diancam menjadi kata "dipidana"; 

Ayat (2), disetujui, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal4-0 

o. BAB XIl : KETENTUAN PENYIDIKAN. disetujui menjadi BAB XIIl 

Pasal 39, disetujui; 

n. BAB XI : PENDANAAN, disetujui dirubah menjadi BAB XII 

Pasal 38, disetujui; 

(1) Orang perorangan maupun kelompok Masyarakat berperan serta mengawasi 

produksi, peredaran, penjualan, pengeceran, penggunaan dan periklanan 

Minuman Beralkohol dan Minuman Oplosan. 

(2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: 

a. pemberian informasi atau laporan kepada instansi yang berwenang; 

dan/atau 

b. pemberian saran dan pertimbangan terhadap Pengendalian dan 

Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Oplosan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. 

Pasal 37 

ayat (2), disetujui dengan menambah frasa "dan Minuman 

Oplosan" pada akhir kaJimat di huruf b; 

ayat (3), disetujui sehingga berbunyi sebagai berikut: 
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PASAL DEMI PASAL disetujui dengan penyempurnaan sebagal berlkut: 

Pasal 8, dihapus 

Urutan penjelasan Pasal yang selanjutnya menyesualkan 

Pasal 23, disetujui dengan penyempurnaan sebagai berlkut: 

Ayat (1) Cukup jelas 

Ayat(2) 

a. Cukup jelas 

b. Cukup jelas 

c. Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada pengecer can 

penjual langsung minuman beralkohol. 

Pembinaan sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Perangkat 

Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bldang 

perdagangan. 

Pembinaan dilaksanakan dalam bentuk edukasl dan atau 

sosialisasi kepada masyarakat daerah 

a. PENJELASAN, disetujui sebagnt berikut: 
UMUM, disetujui, dengan pen -empurnaan sebngai ber lkut 

• Menghapus kata "seringkali" dan mennrnbah frmm "pengerulnllnn 

dan" pada paragrap kedua; 

r. BAB XV : KETENTUAN PENUTUP, disetujui mrn1w1t l\AII XVI 

Po nl 43, dtsotuiu 1; 

Pasn! 44, disctujut: 

Pnsal 45, disetujui: 

q. BAB IV : KETltNTUAN PERALIHAN, dt t'lllJlll t11f>.11j1:tdt IIAI\ \V 

PnRnl i. dlseuuur, 

{2) llndak pldana scbag lmena dlmaksud pada ayat { t) adalah p limgoaran. 

PnRnl 41, cluwtlt1u1 dr-ngnn tnf't 11huh frmm "l't1 al I. " ine111ml1 hl\1Httl 

1 J" 
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Hj. ISROATUN, S.H, M.H., H. SAID 

Ungarnn, 28 Dcsernhcr 202•1 
l'ANITIA KHUSUS XIV (~MPA1' HgLA8) 

DEWAN PERWAKII.AN RAKYAT DAERAII KARUPATEN SEMARANG 

ayat (3) Cukup [etas 

ayat (4) Cukup jclas 

W1-tkil Kctua 


